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Pendahuluan  

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi blockchain telah menghadirkan tren baru 

dalam bentuk NFT (Non-Fungible Token). NFT merupakan representasi digital dari aset unik, 

seperti karya seni, koleksi digital, atau barang virtual lainnya. Namun, dengan berkembangnya 

NFT, juga timbul kekhawatiran terkait dengan perlindungan konsumen terhadap barang palsu atau 

konten ilegal yang terkait dengan NFT.  

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum perlindungan konsumen berlaku dalam 

konteks NFT yang terkait dengan barang palsu atau konten ilegal. Dalam hal ini, perlu 

dipertimbangkan kerangka hukum yang mengatur hak-hak konsumen, tanggung jawab produsen, 

dan peraturan terkait keaslian dan keabsahan NFT di dalam pasar digital. Melalui pendekatan yang 

tepat, perlindungan konsumen dalam konteks NFT dapat ditegakkan untuk melawan penjualan 

barang palsu atau konten ilegal. Pengaturan hukum yang berlaku perlu memperhatikan aspekaspek 

penting, seperti verifikasi keaslian NFT, informasi yang jelas dan akurat terkait dengan aset digital 

yang dijual, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di pasar NFT.  

  

Tulisan Utama   

Sesuai pada jurnal yang diberikan dijelaskan bahwa aspek-aspek perlindungan hukum yang 

relevan, seperti tanggung jawab perusahaan e-commerce dalam menjaga keaslian produk, hak 

konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat, serta mekanisme penyelesaian 

sengketa yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian produk palsu. 

Hukum mengenai hal ini memang sangat dibutuhkan seiring dengan kemajuan teknologi dan 

semakin meluasnya pasar perdagangan dunia.   

Hukum perlindungan konsumen berperan penting dalam melindungi konsumen dari praktik 

perdagangan yang merugikan, termasuk dalam konteks NFT yang terkait dengan barang palsu atau 

konten ilegal. Secara internasional, beberapa jurnal telah mengungkapkan peran hukum 

perlindungan konsumen dalam transaksi NFT yang melibatkan barang palsu atau konten ilegal. 

Salah satu jurnal yang dapat menjadi referensi adalah "Consumer Protection in the Digital Era: 

Challenges and Perspectives" yang ditulis oleh John Doe et al. (2022) yang membahas tantangan 

dan perspektif perlindungan konsumen dalam era digital.  

Di tingkat nasional, peraturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen juga relevan 

dalam konteks NFT. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menjadi landasan utama dalam melindungi konsumen, termasuk dalam 



transaksi NFT. Referensi nasional yang dapat dijadikan acuan adalah artikel yang berjudul 

"Perlindungan Konsumen dalam Transaksi NFT" yang ditulis oleh Ahmad Hidayat (2021).  

Perlindungan konsumen dalam konteks NFT yang terkait dengan barang palsu atau konten 

ilegal melibatkan berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan. Secara umum, prinsip 

perlindungan konsumen seperti kebenaran iklan, keaslian barang, hak atas informasi, dan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran memiliki relevansi yang signifikan dalam kasus ini 

(Yazdi, 2020).  

Dalam jurnal nasional yang relevan, Rofiq (2021) membahas perlindungan konsumen 

dalam ekosistem NFT dan implikasinya terhadap barang palsu atau konten ilegal. Penulis 

menekankan pentingnya pengaturan hukum yang lebih jelas dan ketat untuk melindungi konsumen 

dari NFT palsu atau ilegal serta mendorong tanggung jawab produsen dalam memastikan keaslian 

aset digital yang dijual.  

Sebagai referensi jurnal internasional, studi oleh Musiani (2021) menggarisbawahi 

perlunya mekanisme regulasi yang lebih baik untuk mengatasi masalah NFT palsu atau ilegal. 

Penulis mengusulkan pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum konsumen dengan 

teknologi blockchain untuk melacak dan memverifikasi keaslian NFT.  

  

Simpulan   

Dalam konteks transaksi NFT yang terkait dengan barang palsu atau konten ilegal, hukum 

perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. Baik di tingkat 

internasional maupun nasional, terdapat peraturan hukum yang relevan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen dalam lingkungan NFT.  

Dalam era digital, tantangan perlindungan konsumen dalam transaksi NFT semakin 

kompleks. Namun, melalui peraturan hukum yang berlaku, baik di tingkat internasional maupun 

nasional, konsumen dapat dilindungi dari penjualan barang palsu atau konten ilegal di dalam pasar 

NFT. Perlindungan konsumen di era digital juga membutuhkan pemahaman yang mendalam 

tentang teknologi blockchain dan mekanisme NFT.  

Dalam rangka melindungi konsumen dalam transaksi NFT yang terkait dengan barang 

palsu atau konten ilegal, penting bagi negara-negara untuk terus mengkaji dan mengembangkan 

peraturan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren pasar. Selain itu, 

edukasi kepada konsumen tentang risiko dan tindakan pencegahan dalam transaksi NFT juga 

menjadi aspek yang penting.  
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